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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam perjalanannya, perkembangan perbankan tidak terlepas dari
perkembangan perdagangan. Seiring dengan perkembangan perdagangan
dunia, maka perkembangan perbankan pun semakin pesat. Perkembangan
perdangangan yang semula hanya berkembang di Eropa akhirnya menyebar ke
Asia Barat.
Di Indonesia, perkembangan perbankan juga tidak terlepas dari era
zaman penjajahan Hindia-Belanda dahulu. Pada saat itu terdapat beberapa
bank yang memegang peranan penting dalam pemerintahan penjajahan
Belanda.1
Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan
berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil
dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang
senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang
semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan
penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan.
Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan nasional tersebut dalam
ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pasal 4 tentang Perbankan
1 Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta: Kencana, 2008), h.14
ditentukan bahwa “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan
pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan
ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat
banyak.” Dari ketentuan ini jelas bahwa lembaga perbankan mempunyai
peranan penting dan strategis tidak saja dalam menggerakkan roda
perekonomian nasional, tetapi juga diarahkan agar mampu menunjang
pelaksanaan pembangunan nasional. Ini berarti bahwa lembaga perbankan
haruslah mampu berperan sebagai agent of development dalam upaya
mencapai tujuan nasional itu, dan tidak menjadi beban dan hambatan dalam
pelaksanaan pembangunan nasional tadi.2
Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 6
huruf (b) tentang Perbankan, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank
Umum adalah : “memberikan kredit”.3
Kredit bank adalah semua realisasi pemberian kredit dalam bentuk
rupiah maupun valuta asing kepada pihak ketiga bukan bank termasuk kepada
pegawai bank sendiri serta pembelian surat berharga yang disertai dengan note
purchase agreement, pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang.4
Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 11
dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam
2 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group,
2009), h.40-41
3 Ibid, h.21
4 Zainal Asikin, Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 1995), h. 57
untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian
bunga.
Dalam pemberian kredit unsur esensial dari kredit bank adalah
kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai
debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan
persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur antara lain : jelasnya
tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain.
Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari bank
sebagai kreditur bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima
kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.5
Permohonan dan pemberian kredit juga mengandung unsur lain selain
kepercayaan, yaitu : unsur waktu, unsur resiko, dan unsur prestasi.
Pemberian kredit ditentukan juga mengenai unsur waktu. Unsur waktu
ini merupakan jangka waktu atau tenggang waktu tertentu antara pemberian
atau pencairan kredit oleh bank dengan pelunasan kredit oleh debitur.
Lazimnya pelunasan tersebut dilakukan melalui angsuran dalam jangka waktu
tertentu sesuai dengan kemampuan dari debitur.6
Dengan terpenuhinya salah satu syarat dari pengajuan permohonan
kredit, yaitu adanya jaminan, maka seseorang bisa melakukan kredit. Selain
istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Tujuan agunan adalah untuk
mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada
bank. Unsur-unsur agunan, yaitu :
5Ibid , h.57-58
6 Ibid, h.59
1. Jaminan tambahan
2. Diserahkan oleh debitur kepada bank
3. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.7
Pemberian kredit dengan jaminan SK pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil merupakan suatu jenis kredit yang mana jaminan pokoknya adalah SK
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, sedangkatan jaminan tambahannya bisa
berupa surat tanah atau yang lainnya.
Bank Riau Kepri salah satu bank BUMD milik pemerintah Provinsi
Riau dan Kepulauan Riau yang berkantor pusat di Pekanbaru, Riau, Indonesia,
dimana bank ini banyak memberikan pelayanan kredit terutama bagi para
Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil pun disini banyak menggunakan
SK pengangkatannya sebagai jaminan untuk melakukan kredit di bank.8
Berdiri pada 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah
Riau/PT BAPERI. Pada 1966, PT BAPERI masuk ke BPD Riau, hal ini
disebabkan peraturan Bank Pembangunan daerah berstatus PD pada 1962.
Secara resmi kembali berstatus Perseroan Terbatas pada tahun 2002.
Bank Riau akan menjadi mitra usaha untuk mendorong pertumbuhan
daerah sebagai bank kebanggan masyarakat Riau.9
Adapun syarat debitur untuk melakukan kredit dengan jaminan SK
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Bank Riau Kepri cabang pasar pusat
7 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2011), h.21-22
8 “Bank Riau cabang pasar pusat”, diakses pada 16 Mei 2013 dari
http://m.tiket.com/attractions/.
9 Ibid
adalah SK pegawai Negeri Sipil, SK pangkat terakhir, karta pegawai (karpeg),
dan Taspen.
Dalam melakukan kredit, tentunya debitur juga dikenakan biaya
administrasi. Dana yang diterima tidak sepenuhnya diterima debitur, tetapi
terlebih dahulu dipotong dengan biaya administrasi.
Di Bank Riau Kepri cabang pasar pusat, kebanyakan para Pegawai
Negeri Sipil tersebut melakukan kredit di bank untuk memenuhi biaya
pendidikan ataupun biaya kesehatan.
Besar peminjaman kredit untuk para Pegawai Negeri Sipil yang
menggunakan SK pengangkatan mereka sebagai jaminan hutangnya adalah
sebesar Rp. 300.000.000,00,-. Besar pinjaman tersebut disesuaikan juga dengan
pangkat dan kesanggupan debitur untuk melunasi tiap bulannya.
Sejalan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, seharusnya proses
kegiatan kredit di bank berjalan dengan lancar tanpa ada halangan. Namun
faktanya di lapangan, masih ada kendala-kendala yang dihadapi dalam proses
kredit khususnya dalam proses pembayaran hutang kredit oleh debitur terhadap
kreditur.
Dengan adanya penundaan pembayaran oleh pihak debitur terhadap
kreditur menyebabkan dana yang seharusnya diterima oleh kreditur tertunda
diterima oleh kreditur sebagaimana mestinya. Proses pembayaran kredit oleh
debitur terhadap kreditur dengan menggunakan SK pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil sebagai jaminannya agak sedikit berbeda proses pembayarannya
oleh debitur dibandingkan dengan debitur yang menggunakan jaminan yang
lainnya. Proeses pembayaran hutang tiap bulannya oleh debitur yang
menggunakan SK pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminannya
adalah dengan adanya pemotongan gaji langsung dari pihak bendahara tempat
debitur bekerja tanpa perlu debitur mengantarkan langsung ke bank angsuran
kreditnya, sedangkan kalau debitur yang menggunakan jaminan yang lain maka
debitur tersebut yang langsung mengantarkan pembayaran kreditnya ke bank.
Ketidak lancaran pembayaran kredit oleh debitur terhadap kreditur
terjadi karena beberapa hal, yakni : karena debitur tersebut pindah tugas atau
mutasi, debitur berhenti bekerja, atau karena bendahara tidak menyerahkan
utang debitur kepada kreditur sebagaimana mestinya.10
Apabila debitur telah menyetujui suatu perjanjian dengan
menuangkannya ke dalam suatu bentuk perjanjian, maka debitur wajib
mematuhi semua aturan yang berlaku dalam perjanjian tersebut.
Adapun bentuk perjanjian yang ada antara debitur dengan kreditur
adalah perjanjian baku. Perjanjian baku itu adalah perjanjian yang telah
distandarisasi isinya oleh pihak ekonomi kuat, sedangkan pihak lainnya hanya
diminta untuk menerima atau menolak isinya.
Apabila debitur menerima isi perjanjian tersebut, maka ia
menandatangani perjanjian tersebut, tetapi apabila ia menolak, perjanjian itu
dianggap tidak ada karena debitur tidak menandatangani perjanjian tersebut.
Dalam kenyataannya, sering kali debitur yang membutuhkan uang
hanya menandatangani perjanjian kredit tanpa dibaca isinya terlebih dahulu.
10 Sugiarto, Bagian kredit konsumtif Bank Riau Cabang Pasar Pusat Pekanbaru,
Wawancara, Pekanbaru, 15 mei 2013
Akan tetapi isi perjanjian baru dipersoalkan oleh debitur pada saat debitur tidak
mampu melaksanakan prestasinya karena kreditor tidak hanya membebani
debitur membayar pokok disertai bunga, akan tetapi ia juga membebani debitur
dengan membayar denda keterlambatan atas bunga sebesar 50% dari besarnya
bunga yang dibayar setiap bulannya.
Dengan demikian, utang yang harus dibayar oleh debitur sangat tinggi.
Kreditur berpendapat bahwa penerapan denda keterlambatan itu karena di
dalam standar kontrak telah ditentukan dan diatur secara jelas dan rinci di
dalam kontrak, sehingga tidak ada alasan bagi debitur untuk menolak
pemenuhan denda keterlambatan tersebut. Oleh karena itu, debitur harus
membayar pokok, bunga, beserta denda keterlambatannya.
Dari uraian di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur kontrak baku adalah :
1. Diatur oleh kreditur atau ekonomi kuat
2. Dalam bentuk sebuah formulir
3. Adanya klausul-klausul eksonerasi/pengecualian.
Pada umumnya selalu dikatakan bahwa sebuah kontrak standar adalah
kontrak yang bersifat ambil atau tinggalkan, mengingat tidak ada prinsip
kontrak. Dalam reformasi hukum perjanjian diperlukan pengaturan tentang
kontrak standar. Hal ini sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat,
terutama masyarakat ekonomi lemah terhadap ekonomi kuat.11
Apabila debitur tidak sanggup memenuhi semua kewajibannya, maka
debitur dianggap telah wanprestasi. Kalau disisi hukum, menurut aturan yang
11 Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUH Perdata, (Jakarta:PT.Raja
Grafindo Persada, 2006), h. 147-148
berlaku, wanprestasi itu merupakan  tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik
karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang sengaja wanprestasi ini
dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut
atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.
Wanprestasi itu dapat berupa :
1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
3. Terlambat memenuhi prestasi
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.
Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak
yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah
pedagang maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan.12
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan
menulis dengan mengangkat judul “PELAKSANAAN PEMBERIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN SK PENGANGKATAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL ( Studi Kasus di Bank Riau Kepri cabang pasar pusat)”.
B. Batasan Masalah
Terkait dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka
penulis perlu membatasi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini agar
tidak memberikan pengertian yang meluas. Adapun yang dibahas dalam
penelitian ini adalah meliputi tentang pelaksanaan pemberian kredit dengan
12 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, (Jakarta:PT.Raja Grafindo
Persada, 2008), h.74
jaminan SK pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ( studi kasus di Bank Riau
Kepri cabang pasar pusat).
C. Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis
merumuskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Bagaimana bentuk pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan SK
Pengangkatan pegawai Negeri Sipil di Bank Riau cabang Pasar Pusat ?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian wanprestasi yang terjadi antara debitur
dengan kreditur?
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian
ini, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan SK
pengangkatan Pegawai Negri Sipil antara debitur dengan kreditur di
Bank Riau Kepri cabang pasar pusat.
b. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian wanprestasi yang terjadi antara
debitur dengan kreditur.
2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan
ini adalah sebagai berikut :
a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data
sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk
memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hokum pada Fakultas
Syari’ah dan Ilmu hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim.
b. Diharapkan dari penulisan ini dapat memberikan pemahaman kepada
penulis dan para pembaca tentang pelaksanaan kredit di Bank Riau
Kepri dan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para
peneliti yang selanjutnya mengenai permasalahan yang sama.
E. Metode Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode
penelitian sebagai berikut :
1. Jenis penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian yang
digunakan adalah penelitian lapangan dimaksudkan untuk menjelaskan
serta klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan yang terjadi
dengan jalan mendeskripsikan sejumlah data yang berkenaan dengan
masalah dan unit yang diteliti.13
2. Lokasi Penelitian
Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang penulis
lakukan di Bank Riau Kepri Cabang pasar pusat, jalan jendral Sudirman,
Pekanbaru. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi ini adalah untuk
13 Sanapiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2002), h.20
mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kredit dengan jaminan SK
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang ada di Bank Riau Kepri ini.
3. Subjek dan Objek Penelitian
Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Bank
Riau Kepri cabang pasar pusat Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek
penelitiannya adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan
jaminan SK pengangkatan pegawai Negeri Sipil di Bank Riau tersebut.
4. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh unit yang akan di teliti.
Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka seringkali
tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil
sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel yang memberikan gambaran
tentang obyek penelitian secara tepat dan benar.14
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah nasabah bank
Riau cabang pasar pusat yang melakukan kredit dengan jaminan SK
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil untuk tahun 2013 berjumlah 453
orang, dan penulis akan mengambil 15% dari jumlah populasi yakni 68
orang sebagai sampel. Lalu pihak Bank Riau bagian kredit Mikro
sebanyak 1 orang sebagai pendukung dalam penelitian ini.
b. Sampel
14 Ronny Hanityo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dn Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia,
1994), h. 51
Penulis mengambil sampel dengan teknik random sampling,
dimana tiap unit atau individu populasi mempunyai kesempatan yang
sama untuk menjadi sampel.15
Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah nasabah bank
Riau yang kredit menggunakan SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
dan pihak bank Riau bagian kredit mikro.
Tabel I.1
Daftar Populasi dan Smpel
No Populasi Sampel
1
2
Debitur
Pihak bank
68 orang
1 orang
Jumlah 69 orang
5. Sumber data
Sumber data yang dijadikan di dalam penulisan ini terdiri atas :
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan
penelitian di lapangan, yaitu melakukan penelitian langsung pada
instansi atan lembaga terkait yang menjadi objek penelitian, sehingga
dapat diperoleh data secara langsung dari Bank Riau Kepri cabang
pasar pusat.
15Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2011), h.122
b. Data  sekunder, yaitu berupa berbagai pendapat ahli yang dikutip dari
berbagai jurnal dan berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian
ini.
6. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder ini dilakukan
melalui prosedur pencarian data ke lapangan dan studi kepustakaan,
kemudian melakukan identifikasi bahan hukum menurut permasalahan
yang diajukan. Bahan hukum yang ada tersebut selanjutnya diinvetarisasi
dan di sistematisasikan dengan baik, dalam bab dan sub bab sesuai dengan
pokok bahasan.
Adapun data yang dikumpulkan sesuai dengan sifat penelitian,
yaitu lapangan dan pustaka. Maka dari itu metode pengumpulan data
dilakukan dengan cara :
a. Wawancara, yaitu suatu bentuk tanya jawab secara langsung yang
penulis lakukan dengam pihak yang ada kaitannya dengan pokok
permasalahan penelitian ini. Wawancara ini ditujukan kepada para
narasumber, yakni bagian kredit pihak Bank Riau Kepri cabang pasar
pusat.
b. Angket, yaitu menyebarkan sejumlah pertanyaan tertulis kepada
responden mengenai permasalahan yang diteliti. Angket ini ditujukan
kepada debitur sebagai pihak yang melakukan kredit di Bank Riau
Kepri dengan menggunakan jaminan SK pengangkatan PNS.
c. Studi kepustakaan, yaitu mengkaji literature-literatur yang berkaitan
dengan permasalahan yang sedang diteliti.
7. Metode Analisis Data
Seluruh bahan hukum primer dan sekunder yang terkumpul
diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah, kemudian dilakukan
analisis pada perjanjian kredit berdasarkan aturan serta teori hukum yang
relevan untuk ditemukan jawaban atas setiap rumusan masalah dan hasil
analisis tersebut dipaparkan oleh penulis secara deskriptif.
8. Metode Penulisan
Setelah data-data tersebut ditelaah untuk menjawab permasalahan
dalam penelitian ini, kemudian data tersebut disusun dengan menggunakan
metode induktif, yaitu mengambil data yang dianggap berkenaan dengan
masalah yang diteliti, dianalisis dan ditarik kesimpulan yang bersifat
umum. Sehingga kita bisa mengetahui pelaksanaan pemberian kredit
dengan jaminan SK pegawai negeri sipil dan bentuk penyelesaian
wanprestasi yang terjadi secara garis besarnya.
F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab. Mengenai
uraian sistematika pokok-pokok pembahasannya adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian, metode penulisan, dan sistematika penulisan.
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum dari Bank Riau
Kepri cabang pasar pusat, sejarah Bank Riau, visi dan misi dari
Bank Riau, dan struktur organisasi Bank Riau Kepri cabang Pasar
Pusat.
BAB III TINJAUAN UMUM
Pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang kredit
yaitu pengertian tentang kredit, jenis kredit, ketentuan dan
persyaratan umum kredit, dasar pemberian kredit, penggolongan
kredit bank, proses pemberian kredit, pengajuan permohonan,
penelitian berkas kredit, penilaian kelayakan kredit, perjanjian
kredit, dasar hukum perjanjian kredit, tinjauan tentang bentuk-
bentuk jaminan kredit yaitu pengertian jaminan dan agunan
kredit, fungsi jaminan kredit, prinsip-prinsip jaminan kredit,
macam-macam jaminan kredit dan tinjauan umum tentang
wanprestasi.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini menjelaskan hasil dari penelitian penulis di
lapangan, yakni membahas pelaksanaan pemberian kredit dengan
jaminan SK pengangkatan Pegawai Negri Sipil antara debitur
dengan kreditur di Bank Riau Kepri cabang pasar pusat dan
bentuk penyelesaian wanprestasi yang terjadi antara debitur
dengan kreditur.
BAB V PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan atas hasil pembahasan dari bab kedua
dan ketiga yang telah diuraikan. Selain itu, bab ini juga  berisikan
saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk
perkembangan hukum khususnya hukum perjanjian.
